PEMERINTAH KA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah
yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
yang mengatur antara lain penyederhanaan pungutan serta besarnya
tarif retribus Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali jenis
retribusi Daerah yang dapat dipungut dan besarnya tarif retribusi
Daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
K ota Pontianak.

bahwa penyederhanaan terhadap pungutan retribusi Daerah tetap
memberikan kewgjiban kepada Pemerintah Daerah untuk
memberikan pelayanan yang diperlukan dalam rangka pengawasan
dan pengendalian.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kaimantan Barat (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1820) ;

Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 ) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 3209 ) ;
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710 ) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4439) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 3209 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan
Jaan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4139 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 )

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593 )
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. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya
Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 14 Seri D Nomor
10);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kewenangan
Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor
27 Sexri C Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 43 Seri D Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
RETRIBUSI [ZIN USAHA DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN
UMUM

BAB |

KETENTUAN UM UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kota Pontianak ;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan K ota Pontianak ;

Pgabat adalah Pegawal yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang
berlaku ;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Y ayasan, organisasi
massa, organisasi sosia politik atau organisasi sgienis, lembaga, bentuk
usaha tetap dan bentuk badan lainnya;;
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umum dengan dipungut bayaran ;

Izin Usaha adalah usaha menjalankan perusahaan angkutan umum yang dikeluarkan oleh Kepala
Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk ;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus,
mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan

jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah ;

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang yang terjadi dari kesatuan jaringan
pelayanan angkutan orang ;

|zin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek ;

Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara
tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak tidak terjadwal ;

Izin Operasional adalah izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan umum
tidak dalam trayek ;

Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki
Izin trayek untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki lzin trayek atau
kendaraan cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan 1zin Trayek dan atau lzin Operasional bagi setiap
kendaraan yang bersangkutan ;

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor dijalan yang disediakan untuk dipergunakan
oleh umum dengan dipungut bayaran ;

Mobil penumpang adalah setigp kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagas ;

Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk,
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan
bagasi ;

Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum
untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang khusus ;

Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani
angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak
terbatas ;

Angkutan Taxi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah
operasi terbatas dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus, dan
dilengkapi dengan argometer ;

Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bis umum yang dilengkapi
dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;

Angkutan Penumpang Khusus adalah angkutan yang tidak termasuk angkutan taxi, sewa dan
pariwisata, dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum, yang tidak
terikat dalam trayek sebagai pelayanan dari pintu ke pintu ;
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Angkutan barang berbahaya adal ah angkutan setiap bahan dan benda yang oleh karena sifat dan ciri
khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta
terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan
makhluk hidup lainnya;;

Angkutan peti kemas adalah angkutan peti kemas sesual International Standard Organization (1SO)
yang dapat dioperasikan di Indonesia;

Angkutan alat berat adalah angkutan alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah
sehingga memungkinkan angkutannya melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) dan/atau
dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan ;

Angkutan barang Umum adalah angkutan bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang
khusus, peti kemas dan aat berat ;

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya aam,
barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian
lingkungan ;

Retribusi 1zin Trayek adalah pembayaran atas pemberian 1zin kepada orang pribadi atau badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek
tertentu dalam Daerah ;

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

Masa Retribus adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan Izin trayek, Izin Operasi, Izin Insidentil, 1zin Usaha, 1zin Prinsip dan
Kartu Pengawasan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang berutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah retribus
dan untuk tujuan lain daam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah dan Retribusi ;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pengawal Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribus
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

|zin prinsip adalah izin yang diterbitkan sebelum izin adli dikeluarkan mengingat ada hal-ha atau
kewajiban dari pemohon izin yang harus dipenuhi terlebih dahulu ;



